
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.164,2010 KEMENTERIAN KEHUTANAN. Hutan Desa. 
Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.49/MENHUT-II/2010 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 
P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG HUTAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (2), Pasal 87 ayat (4), 
Pasal 88 ayat (2), Pasal 89 ayat (5), dan Pasal 91 ayat (3) 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, dinyatakan bahwa 
ketentuan lebih lanjut tentang hutan desa diatur dengan 
Peraturan Menteri; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan huruf a, telah  
ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.49/Menhut-II/2008 tentang hutan desa; 

c. bahwa dalam rangka mempercepat penetapan areal kerja 
hutan desa maka perlu segera menyederhanakan prosedur 
permohonan  usulan dan verifikasi dalam rangka penetapan 
areal kerja hutan desa; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf c, perlu merubah Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3419);  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3699);  

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 
(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
167 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;  

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438);  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4207);  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4452);  
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4814); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 
tentang Hutan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 39).  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
KEHUTANAN NOMOR P.49/MENHUT-II/2008 TENTANG 
HUTAN DESA. 

Pasal I  
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-
II/2008 tentang Hutan Desa, diubah sebagai berikut:  
1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai 

berikut:  
Pasal 6  

(1) UPT Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial 
melakukan koordinasi dengan UPT Eselon I Kementerrian Kehutanan 
terkait dan Pemerintah Daerah untuk menentukan calon areal kerja 
Hutan Desa. 

(2) Bupati/Walikota mengusulkan penetapan areal kerja Hutan Desa 
kepada Menteri, dengan dilampiri:  
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a.  peta digital calon areal kerja Hutan Desa dengan skala paling kecil 
1 : 50.000; dan 

b.  deskripsi wilayah, antara lain: keadaan fisik wilayah, sosial 
ekonomi, dan potensi kawasan. 

(3) Usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
ditembuskan kepada Gubernur setempat.  

2.  Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 7 
(1) Terhadap usulan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (2), dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh 
Menteri. 

(2) Tim verifikasi beranggotakan unsur-unsur eselon I terkait lingkup 
Kementerian Kehutanan dengan penanggung jawab Direktur Jenderal 
Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. 

(3) Verifikasi dilakukan dengan melakukan pencermatan terhadap hal-hal, 
antara lain kepastian bebas hak/ izin, serta kesesuaian dengan fungsi 
kawasan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang verifikasi diatur dengan Peraturan Direktur 
Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial.  

Pasal II 
Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini 
diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.  

 
Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Maret 2010 
MENTERI KEHUTANAN 
REPUBLIK INDONESIA,  
 
ZULKIFLI HASAN 

 
Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Maret 2010 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
 
PATRIALIS AKBAR  
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